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Dasar Hukum Transparansi Anggaran
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UU No 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara

Pasal 9

1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi

Publik secara berkala. 

2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)

meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan

Publik terkait;

c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan. 

Di Batang tubuh, UU KN juga memuat timeline 

perencanaan, penyusunan dan  

pertanggungjawaban  APBN 

(Siklus APBN)

UU No 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penjelasan:

Memuat asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

• akuntabilitas berorientasi pada hasil;

• profesionalitas;

• proporsionalitas;

• keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

• pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang 

bebas dan mandiri. 

Reformasi Birokrasi (mulai tahun 2007)



Dasar Hukum Transparansi Anggaran (lanjutan)
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UU No 39 Tahun 2019 

Tentang Satu Data Indonesia

Pasal 2 ayat (1) huruf c:

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

(c) Mendorong keterbukaan dan transparansi Data 

sehingga tercipta perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data



Aspek Transparansi Anggaran dan Manfaatnya

KETEPATAN 

KEJELASAN 

KEANDALAN KETERBUKAAN 

Transparansi
Fiskal

RELEVANSI 

Manfaat Transparansi Anggaran

1. Menjaga tali persatuan dan kesatuan 
(dalam konteks NKRI) (Nasution, 2009).

2. Meningkatkan kepercayaan di sisi ekonomi 
dan politik (Hameed, 2005; Benito & 
Bastida, 2009)

3. Peningkatan atas Fungsi Distribusi (Hong & 
Cho, 2018).

4. Mendongkrak aliran investasi terutama 
foreign direct investment (FDI) (Cicatiello
et al., 2021).

5. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
(Capasso et al., 2020). 

4



Obyek Transparansi Anggaran
Menurut Open Budget Index

NO Obyek Dokumen di Indonesia Waktu Penyampaian

1. Pre-Budget Statement/PBS Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok 
Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF)

Mei T-1

2. Executive Budget Proposal (EBP) Nota Keuangan dan RAPBN Agustus T-1

3. Citizen Budget (CB) Informasi APBN Bersamaan dengan publikasi NK dan 
RAPBN atau NK dan APBN

4. Enacted Budget Nota Keuangan dan APBN Tidak ada aturan, paling lambat akhir
T-1

5. In-Year Reports (IYR) Laporan Realisasi Anggaran atau saat ini
dalam bentuk APBN Kinerja dan Fakta
(sejak 2017)

Sekurang-kurangnya 30 hari setelah
akhir bulan berkenaan

6. Mid-Year Review (MYR (Laporan Semester I
APBN

Juli T0

7. Year-End Report (YER) LKPP yang disampaikan ke BPK (LKPP 
Unaudited)

3 bulan setelah T0 berakhir

8. Audit Report (AR) LKPP audited 6 bulan setelah T0 berakhir
disampaikan ke DPR
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Perkembangan Skor Transparansi Anggaran Indonesia
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Pada tahun 2019, skor transparansi anggaran mencapai 70, atau jauh meningkat dibandingkan tahun 2010 yang hanya

berkisar 51. Skor yang dicapai Indonesia pada tahun 2019 atau di atas rata-rata dunia yang hanya mencatatkan skor 45. Di

tingkat Kawasan regional, Indonesia berada di atas negara mitra ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Sumber: Open Budget Index, 2019
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2016

2017

2018

2019

2020

2021-2022

• Pembagian menjadi 3 
bagian buku (RUU, NK, dan
RKAKL)

• Publikasi informasi APBN

• Penambahan Bagian
baru Risiko Fiskal

• Advertorial APBN/Citizen 
Budget

• belanja per jenis (data 
pokok)

• Penambahan bagian
Anggaran berdasarkan
Spasial/kewilayahan

• Earmarking PNBP lainnya
(target dan pagu K/L)

• maturity date (jatuh tempo) 
pada informasi utang

• Penulisan narasi
penjelasan di Buku III
Himpunan RKAKL

• Penulisan narasi
Pemulihan ekonomi
nasional

UPAYA PENINGKATAN TRANSPARANSI ANGGARAN 
DALAM NOTA KEUANGAN DAN APBN
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TRANSPARANSI ANGGARAN DI MASA PANDEMI

Pemuatan PEN dalam Dokumen APBN

Penyampaian program PEN di Laporan Semester I 
APBN 2020 memberikan komitmen Pemerintah 
dalam transparansi APBN di masa pandemi

Penyampaian Realisasi PEN dalam 
Portal data PEN

Penyampaian realisasi PEN secara periodik di portal 
data https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-
realisasi

Konsultasi PEN dengan DPR RI

Komunikasi eksekutif dan legislatif dilakukan secara 
intensif. Pelaksanaan Program PEN selalu dilakukan 
evaluasi antara Pemerintah dan DPR RI. 



TERIMA KASIH


